BABI

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara demokrasi telah menyelenggarakan sepuluh kali
pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982,
1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg)
dan pemiliban calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik bahwa
pemilu tahun 1999 sebagai pemilu pertama di era Reformasi yang telah
berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar
demokrasi global sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan

demokrasi.

Pemilihan Umum merupakan instrumen dalam demokrasi di Indonesia.
Pemilihan umum tanpa demokrasi tidak bisa berjalan sesuai dengan asas
demokrasi yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan
aspirasinya. Kebebasan dalam menentukan wama politik dan hilangnya unsur
pemaksaan terhadap hak polittk masyarakat telah melahirkan instrumen
penunjang keberlangsungan demokrasi perwakilan di Indonesia melalui partisipasi

politik masyarakat.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator

implementasi penyelenggaraan kekuasaaan negara tertinggi yang absah oleh
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demokrasi (Pemilu)- Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan
pahwa rakyal mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan
kenegaraan. Sebatiknya tingkat partisipasi politik yang rendeh pada umuomnyd
mengindikasikan bahwa takyat kurang menaruh apresiasi atay minat terhadap
masalah atau kegiatan kenegaraan.- Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat

direfleksikan dalam sikap golongan putib (gotput) dalam pemilu.

Dalam sebuah pengertian partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang
atau ketompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan
jalan mesmitih pimpinan Negara dan masyarakat dan secara langsung atau tidak
langsungs mempengaruhii kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan Yang
mencakup tindakan seperti pemberian suard Jalam pemilihan umut, menghadiri

rapat umug, menj adi anggota suatu pariai potitik dan kelompok kepentingan-.‘

ketatanegaraan maka Jahirlah scbuah sistem yang turut mengilnplementasikan
parisipasi masyarakat secara langsung dalam menentukan aral kebijakan politik
pemerintab. Sebuah sistem partisipasi langsung dalam menentukan kepemimpinan
daerah melalui Proses Pemilihan Kepala Dacrah (PILKADA). Dikatakan
demikian karena dalam prosesnya masyarakat memiliki hak di pilih sebagal
pemimpin atau wakil rakyat, maupun memilih pemimpin daerah secara langsung.
Hal ini berlaku sejak diberlakukannya UU 32 / 2004 tentang pemerintahan daerah
yang didalamnya mengatur pilkada secard langsung. Maka mulai pertengahan
2003, satu persatu provinsi dan kabupaten /kota yang masa bakti kepala daerahnya
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sudah berakhir, melaksanakan PILKADA yang melibatkan masyarakat secara

langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur

dalam UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah pasal 56 yang tertulis®
Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkem asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Partisipasi politik masyarakat dapat disalurkan melalui pemilihan umum
dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Namun, masyarakai pun ada
juga yang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemiliran Umum. Seperti halnya
Pemilukada Kulon Progo tahun 2011 yang telah berlangsung. Di lihat dari segi
partisipasi politik masyarakat tidak menggunoakan hak pilih mengalami kenaikan.
Sehingga, mengakibatkan partisipasi politik masyarakat belum tersalurkan dengan

baik untuk menuju ke arah tujuan demokrasi.

Hal ini dapat di fihat dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan jumlah
perolehan suara, hasil akhirnya merupakan tingkat partisipasi masyarakat dalam
Pemilukada. Untuk lebih jelas dapat di lihat dari perbandingan hasil Pilkada tahun

2006 dan Pemilukada tahun 2011 sebagai berikut:
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Tabel 1.1

Daftar Pemilih Tetap Pada Pilkada 2006

Prosentase Prosentase Prosentase
No. Kecamatan LK. % PR % DPT %
1, Temon 9519 6.63% 10455 6.74% 19974 6.69%
2 Wates 16165 11.27% 17382 11.21% 33547 11,24%
3. Panjatan 13494 9.40% 14694 9.48% 28188 9.44%
4, Galur 11436 7.97% 12104 7.81% 23540 7.88%
3. Lendah 13526 9.43% 15701 10.13% 29227 9.79%
6. Sentolo 16550 11,53% 17589 11.34% 34139 11.44%
7. Pengasih 18545 5.90% 20251 5.96% 39200 5.93%
8. Kokap 13259 0.24% 13994 9.03% 27253 9.13%
9. Girimulyo 9292 6.48% 9825 6.34% 19117 6.40%
10. Nanggulan 10365 7.22% 11228 7.24% 21593 7.23%
11. Samigatuh 10551 7.35% 10943 7.06% 21494 7.20%
12 Kalibawang 10872 7.58% 11890 7.67% 22762 7.62%
13. Kulon Progo 143494 100% 155050 100% 298544 100%

Sumber: Di olah dari data Dafiar Pemilih Tetap Pilkada 2006 KPUD Kulon Progo

Keterangen :

LK = Laki-laki

PR = Perempuan

DPT = Daftar Pemilih Tetap

Pada tabel 1.1 dapat dipaparkan bahwa jumlah seluruh DPT (Daftar

Pemilih Tetap) Kabupaten Kulon Progo tahun 2006 sebesar 298.544 yang terdiri

dari 143.494 laki-laki dan 155.050 perempuan. Kemudian untuk perolchan suara
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Tabel 1.2

Perolehan Suara Pada Pilkada 2006

Kecamatan Drs. Prosentase | II. Toyo | Prosentase | Drs. Prosentase | Drs. Prosentase { Jumlah

H.Kadiman Santozo H.Suript H.Zuhadm

Surodilogo, % Dipo, % o, M.Si % ono %

MM B.Sc Hj. Sii Azhari

Rahmat Drs. Khotim H.M.Anw

Raharja, Mulyeno ah ar Hamid,

S.Pd,M.Pdl 5.S0s
Temon 1531 11,02% 5401 38,89% 1295 9.33% 5660 40,76% 13887
Panjatan 796 4,10% 8773 45,14% 3586 18,45% 6281 32,32% 19436
Galur 447 2,60% 7429 43,20% 1741 10,13% 7578 44,07% 17195
Leadah 2252 10,81% 8114 38,96% 3166 15,20% 7204 35,02% 20826
Sentolo 1667 6,98% 8847 37.26% 2583 10,82% 10730 44,94% 21877
iWates 1182 4,80% 12197 49.48% 1849 7,50% 9421 38.22% 24649
Pengasih 1313 5,36% 9450 38,76% 2293 9,37% 11386 46,51% 24482
Wrimulyo 1352 10,08% 5795 43,20% 1089 8,12% 5179 38,61% 13415
'Nanggulan 3491 22,94% 4383 32,09% 1224 8,04% 5619 36,93% 15217
Sarmigaluh 1507 9,87% 5676 37,17% 1922 12,59% 6166 40,38% 15271
'Kokap 1108 5,88% 8377 44,46% 2056 10,91% 7300 38,75% 18841
Kalibawang G628 4,09% 7852 51,15% 1598 10,41% 5274 34,35% 15352
Kulon Progo 17274 7.7T% 92884 41,76% 24402 10,97% 87888 39,51% 22 45

Sumber: Di olah dari dala perolehan suara pada Pilkada 2006 KPUD Kulon Proge

Pada tabel 1.2 dapat dipaparkan bahwa perolehan suvara terbanyak

dimenangkan oleh pasangan H.Toyo Santoso Dipo, B.Sc dan Drs. H.Mulyono

scbanyak 92.884 suara. Urutan kedua pasangan Drs. H.Zuhadmono Azhari dan

H.M.Anwar Hamid,S.Sos memperoleh suara sebanyak 87.888 suara, urutan ketiga

pasangan Drs. H.Suripto, M.Si dan Hj. Siti Khotimahm memperoleh suara

sebanyak 24.402 suara kemudian urutan terakhir pasangan Drs. H. Kadiman
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298.544 suara. Secara keseluruhan jumlah perolehan suara sebanyak 222.448.
Padahal, DPT Pilkada tahun 2006 yang sudah terdaftar mencapai 298.544. Jedi,

ada 97.586 pemilih tidak menggunakan hak pilih.

Kemudian untuk mengetahui jumlah partisipasi masyarakat di Kabupaten

Kulon Progo dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Partisipasi Masyarakat Kulon Progo Pada Pilkada 2006

No DPT Menggunakan Prosentase Tidak Prosentase
Kecamatan hak pilih % menggunakan %
hak pitih
1. Temon 19974 13887 69.53% 6087 30.47%
2. Wates 33547 19436 57.94% 14111 42.06%
3. Panjatan 28188 17195 61.00% 10993 39%
4. Galur 23540 20826 88.47% 2714 11.53%
5. Lendah 29227 23877 81.70% 5350 18.3%
6. Sentolo 34139 24649 72.20% 9490 27.8%
7. Pengasih 39200 24482 62.45% 14718 37.55%
8. Kokap 27253 13415 49.22% 13838 50.78%
9. Girimulyo 19117 15217 79.60% 3900 20.4%
10. Nanggulan 2159 15271 70.725 6322 29.28%
11. Samigaluh 21494 18841 87.66% 2653 12.34%
12, Kalibawang 22762 15352 67.455 7410 32.55%
Kulon Progo 298.544 222448 74.51% 97586 25.49%

Sumber: Di olah dari data perolehan suara pada Pilkada 2006 KPUD Kulcn Progo

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat

dalam pilkada 2006 yang menggunakan hak pilih sebesar 222.448 dengan
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Selanjutnya untuk membandingkan partisipasi politik masyarakat pada
Pilkada 2006 dengan Pemilukada 2011. Maka, pada Pemilukada 2011 jumlah

Daftar Pemilih Tetap dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Daftar Pemilik Tetap Pemilukada 2011

Prosentase Proscntase Prosentase
No Kecamatan LK % PR % DPT o

L | Temon 11103 6,59% | 12459 6.87% 23562 6.73%
2. | Wates 15382 | 1091% | 19885 | 10.97% 38273 10.04%
3. | Panjatan 13904 | 884% | 16373 0.03% 31277 £.04%
4. 1 Galur A% | 740% | 13385 | 7J8%% 25860 739%
5. | Lendah 15144 | 898% | 15871 875% 31015 %.86%
6. | Seatolo_ 17012 | 1062% | 19170 | 10.57% | 37082 10.60%
7. | Pengasin 18949 | 11.24% | 20251 | 10.17% | 39200 11.20%
2| Kokap 14777 876% | 15405 3.50% 30182 3.63%
9. | Ginmulyo 10040 595% | 10664 5.88% 20704 3.9%%
10, | Nanggulan 11550 | 6.84% | 12700 7.00% 24230 6.02%
11. | Samigalub 11324 | 6.72% | 11861 6.54% 23185 6.63%
2. | Kalibawang__ 12050 | 715% | 13277 | 7132% 95327 724%

Kulon Progo 168605 | 100% | 181301 100% 349906 100%

Sumber- D olah dar’ dato Dafiar Pemilis Tetap Peamilukada 2011 KPUD Kulon Progo

Keterangan : LK = Laki-laki
PR = Perempuan

DPT = Daftar Pemilih Tetap

Pada tabet 1.4 dapat dipaparkan bahwa jumlah secara keseluruhan DPT
Pemilukada tahun 2011 mencapai 349.906 yang terdiri dari 168.605 laki-laki dan
169.426 perempuan. Kemudian untuk hasii perolehan suara pada Pemilukada

2011 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:
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Perolehan Suara Sah Pada Pemilukada 2011

Tabel L.5

Drs.Sarwidi Drs. Drs.Suprapta dr.H.Haslo
lecamatan | Hartikah, Prosentase | HMulyon | Prosentase | Drs.H.So'im, | Prosentase | Wardoyo,S | Prosentase
S.Ag % o g MM % p.0G.(K) %
H.Ahmad Drs. H.
Sumiyant Sutedjo
0,SE,M.5i Jumlah
“emon 985 7,42% 2718 4.05% 4503 10.59% 6311 506% | 14517
Falur 703 5,30% 6855 10.21% 4814 11.32% 5210 492% | 17582
endah 1042 7,85% 9554 14.73% 2757 6.48% 8199 774% | 21552
entolo 1693 12,76% 6947 10.35% 5071 11.93% 11877 1121% | 25588
Vates 1483 11,17% 6801 10.13% 4417 10.39% 11991 1132% | 24692
I,CII gﬂSih 1601 ].2,06% 3864 132 1% 3014 7.09% 12706 11.99% 25185
Sirimulyo 793 5.97% 3781 5.63% 5774 13.58% 10599 10% 20047
Janggulan 813 6,13% 3692 5.50% 2309 - 9226 e 1% | 16040
Samigaluh 1150 8,66% 4166 6.21% 1630 3.83% 7299 689% | 14245
In’.okap 901 6,79% 2542 3.79% 2424 5.70% 7657 7.23% 13524
{alibawang 967 7.29% 3974 4.05% 1907 4.49% 8517 0% | 15365
Culon Progo 13272 5,80% 67125 29,33% 42516 18,58% 105965 46,30%
228878

Sumber: Di olah dari data perolehan svara pada Pilkada 2011 KPUD Kulon Progo

Dari keterangan tabel 1.4 perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh

calon pasangan dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.0G.(K) dan Drs. H. Sutedjo sebanyak

105.965 suara. Urutan kedua oleh calon pasangan Drs.H. Mulyono dan H. Ahmad

Sumiyanto.SE.M.Si dengan perolehan suara 67.125, kemudian urutan ketiga calon

pasangan Drs. Suprapta dan Drs. So’i,MM sebanyak 42.516 suara dan calon

pasangan terakhir oleh Drs. Sarwidi dan Hartikah S.Ag sebanyak 13.272 suara.
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228.878 swara. Namun, jumlah DPT pada Pemilukada 2011 mencapai 349.906.

Jadi, ada 121.028 yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Kemudian bisa di %ihat partisipasi masyarakat Kulon Progo pada Pemilukada

2011 dapat di lihat pada tabel di bawab ini:

Tabel 1.6

Partisipasi Masyarakat Kulon Progo Pada Pemilukada 2011

DPT Menggunakan Prosentase Tidak Prosentase
No Kecamatun hak pilih % menggunakan %
hak pilih

1. Temon 23562 14517 61.61% o045 38.3%%
2. Wales 38273 18641 48.71% 19632 51.29%
3. Panjatan 31277 17582 56.21% 13695 43.79%
4. Galur 25869 21552 8331% 4317 16.69%
J. Lendah 31015 25588 82.50% 5427 17.50%
6. Sentolo 37082 24692 66.59% 123940 33.41%
T. Pengasih 39200 26185 66.80% 13015 33.20%
8. Kokap 30182 20947 62.40% 9235 30.60%
9, Girimulyo 20704 16040 71.47% 4664 22,53%
10, Nanggulan 24230 14245 58.79% 985 41.21%
11. Samigaluh 23135 13524 58.33% 9661 41.67%
12, Kalibawang 25327 15365 60.67% 9962 39.33%

Kulan Prago 349606 228878 65.41% 121028 34.59%

Sumber: Di olah dari data perolehan suara pada Pemilukada 2011 KPUD Kilon Progo

Pada Tabel 1.6 dapat dijelaskan bahwa pemilukada 2011 tingkat

partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mencapai 228.878 dengan
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Untuk lebih fokus adanya perubahan pada partisipasi politik masyarakat
tidak menggunakan hak pilih dapat dijelaskan dari hasil Pilkada tahun 2006 dan

Pemilukada tahun 2011 pada tabel di bawzah ini:

Tabel 1.7
Perbandingan Prosentase Tidak Mengpunakan Hak Pilih Dalam Pilkada
2006 dan Pemilukada 2011

No. | Kecamatan 2006 2011
1. [ Temon 30.47% 38.39%
2. | Wates 42.06% 51.29%
3. [ Panjatan 39% 43.79%
4. | Galur 11.53% 16.69%
5. | Lendah 18.3% 17.50%
6. | Sentolo 27.8% 33.41%
7. | Pengasih 37.55% 33.20%
8. [ Kokap 50.78% 30.60%
9. | Girimulyo 20.4% 22.53%
10. | Nanggulan 29.28% 41.21%
11. | Samigaluh 12.34% 41.67%
12. | Kalibawang 32.55% 30.33%
Kulon Progo 25,49% 34,59%

Surnber: Di olah dari data perolehan suara pada Pilkada 2006 dan Pemilukada 2011 KPUD Kulon

Progo

Pada Tabel 1.7 menunjukkan perbandingan prosentase tidak menggunakan
hak pilih diketahui pada Pilkada tahun 2006 sebesar (25,49%) dan pada
Pemilukada tahun 2011 sebesar (34,59%). Ternyata ada kenaikan tidak

menggunakan hak pilih dengan prosentase mencapai (9,1%).

Maka, karena melihat adanya masyarakat tidak menggunakan hak pilih

mengalami kenaikan yang tinggi. Penulis ingin meneliti dari kasus partisipasi
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Pemilukada Kulon Progo tahun 2011 dan mencari faktor-faktor yang

mempengaruht partisipasi politik masyarakat.

Melihat data-data di atas maka penulis lebih memfokuskan pada
Kecamatan Samigaluh karena mengalami kenaikan jumlah prosentase tidak
menggunakan hak pilih tinggi yaitu pada Pilkada tahun 2006 sebanyak 2.653
suara dengan prosentase (12, 34%) dan pada Pemilukada tahun 2011 sebanyak
9.661 dengan prosentase (41, 67%). Dengan kata lain ada kenaikan tidak

menggunakan hak pilih sebanyak 7.008 dengan prosentase (29, 33%).

Segala hal yang dijadikan penyebab dalam mempengaruhi tingkat
partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk diketahui. Agar
dapat dijadikan bahan rujukan bersama dan dapat dirubah kearah yang lebih baik

demi memperjuangkan nasib demokrasi di negara ini karena merupakan parameter
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum
Kepala Daerah Kulon Progo tahun 2011 di lihat dari tahap pra
pemilihan, hari pemilihan dan pasca pemilihan di Kecamatan
Samigaluh.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat
dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kulon Progo tahun 2011 di

Kecamatan Samigaluh.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian adalah :

Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dan faktor-faktor yang
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum Kepala

Daerah Kulon Progo tahun 2011

2. Manfaat Penelitian adalah

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahvan di bidang
ilmu politik, terutama sebagai pembelajaran dan memberikan
informasi mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat
dalam Pemilihan Kepala Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi
partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

b. Penelitian ini dibarapkan menjadi pengembangan dari teor-teori
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tentang partisipasi politik masyarakat, pemilikan kepala dacrah, dan
perilaku politik sehingga karya tulis ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi kalangan civitas akademika.

¢. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Untuk memaksimalkan partisipasi

masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

D. Kerangka Dasar Teori

Di dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori
merupakan bagian yang sangat penting, karena di dalam kerangka teori di muat
teori- teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.
Kerangka teori ini sebagai landasan berpikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh
sebab itu perlu di susun yang namanya kerangka teori yang memuat pokok- pokok
pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian itu akan
ditelaah’®

Menurut John W. Best teori pada dasamnya berisi penggambaran hubungan
sebab-akibat di antara variabel-variabel. Suatu teori di dalam dirinya terkandung
keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Suatu teori juga berkekuatan
untuk memprediksi sesuatu gejala.* Menurut John Dewey “tidak ada sesuatu yang
lebih praktis daripada suatu teori yang hebat. Metode ilmiah bertujuan

menemukan teori-teori atau generalisasi-generalisasi. Dari teori-teori yang

3 Nawawi,H, Mefodz penelition bidang sosial, Gadjah Mada University Pers, Jogyakarta, 1995, hal
39-40.
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ditemukan bisa dijadikan dasar prediksi di datam mengantisipasi kejadian-
kejadian mendatang secara lebih tepat 5 Berikut ini akan dijabarkan beberapa teori

yang dapat digunakan dalam penelitian ini -
1. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks: politik hal
ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Arti dari
partisipasi menurut pendapat T.B Simatumpang :

“Partisipasi adalah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama
antar semua warga Negara yang mempunyai latar belakang
keyakinan yang beraneka ragam dalam Negara pancasila atas dasar
hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi
kepada masing-masing untuk menibina masa depan.”®

Sedangkan arti partisipasi manurut Keit Davis yang di kutip Santoso
Sastroe Poetroe berpendapat bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental
emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau

cita~cita kelompok dan bertanggung jawab terhadapnya.’

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian dari
partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan

guna mencapal tujuan bersama dan berfangmumng jawab sesuai kemampuan tanpa

ada paksaatl.

* Tbid, hal22,

§ T B Simatumpang, Masalah-piasalah Membina Pembangyman Dalam Masa Depan Kita,
Arnaidis, Jakart, 1983, hal 23

T Qanioso Sastroe Poetro, Partisipasi, Konnmikasl, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan,
Nasional Alumni, Bandung, 1998.
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Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di
tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan
tujuan-tujuan serta masa depan' masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang

yang akan memegang tampuk pimpinarn.

Ada beberapa pakar politik yang merumuskan definisi partisipasi politik
menurut Herbet Mc Closky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan
sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara
langsung dalam proses pemilihan penguasa dan dalam proses pembentukkan
kebijakan.®

Selanjutnya yang didefinisikan Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam

handbook of political science yaitu®;

Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal yang
sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi
pejabat-pejabat Negara dan tindakan yang diambil oleh mereka
yang ditekankan terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan
untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, sekalipun fokus
sebenarnya lebih Iuas tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk
mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson berpendapat bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak
sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi
pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat
individual dan kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau

® Herbet Mc Closky, dalam Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, PT Gramcdia,
Jakarta, 1981,
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sporadic secara damai atan kekerasan, legal atau illegal, efektif dan
tidak efektif.'®

Dari beberapa pendapat di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa
partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan pribadi dari warga Negara untuk ikut
serta secara aktif dalam kehidupan politik melalui proses pemilihan penguasa atau
seleksi pejabat-pejabat tinggi Negara secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah (public policy)
a. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi menjadi

tiga. Menurut Ramelan Surbakti bentuk partisipasi politik antara lain'":

1.) Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga Negara, mengajukan
alternative kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan
pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk melureskan
arana kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan
pemerintah daerah.

2.) Partisipasi pasif berupa kegiatan mentaati perintah atau peraturan,
menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

3.) Apatis (Golongan Putih) adalah hal yang di anggap bahwa masyarakat
dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mercka

cita-citakan.

19 Samuel P. Huntington dan John M Nelson, dalam Miriam Budiarjo, Ibid hal 2.
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Dengan dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif ada pada
masyarakat ikut berperan secara rutin dalam politik sementara orientasi
partisipasi pasif bahwa masyarakat hanya mentaati peraturan tanpa ada
tindakan dan golongan putih (apatis) terletak pada ketidakpercayaan

masyarakat terhadap pemerintahan.

Setiap keputusan yang di ambil oleh pemerintah tidak lepas dari
campur tangan warga Negara dan setiap keputusan yang di ambil tersebut
secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh
karena itu, partisipasi dari masyarakat itu sendiri penting adanya. Dalam
negara-negara demokratis pada umumnya semakin tinggi partisipasi warga
negara nya maka semakin baik pula'?. Jika tingkat partisipasi tinggi maka
masyarakat sebagai pemilik mandat peduli terhadap setiap kebijakan yang

di buat oleh pemerintah. Namun, jika tingkat partisipasi rendah maka
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Menurut Almond membedakan partisipasi atas dua bentuk™, yaitu

Konvensional Non Konvensional

Pemberian suara (voting) Penpajuan Petisi

Driskusi Politik Berdemonstrasi

Almond membedakan partisipasi | Konfrontasi

atas dua bentuk, yaitu

Komunikasi individual dengan | Mogok

pejabat politik dan administrative
Tindak kekerasan politik terhadap
harta benda
Tindakan kekerasan politik terhadap
manusia

1. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi
politik normal dalam demokrasi modern.

2. Partisipasi polittk non-konvensional yaitu suatu bentuk
partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi
normal bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan

dan revolusioner.

Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson menemukan'® bentuk-berituk
partisipasi politik yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik
meliputi:

"Kegiatan Pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-
sumbangan untuk kampanye, bekerfa dalam suatu pemilihan,

mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang
bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.”

Y Gabriel A.Almond & Sidney Verba, Rudaya Politik : Tingkah laku Politik dan Demokrasi di

Lima Negara Jakarta, Bina Aksara, 1984, hal, 14
"4 Ibid, tial. 188-190.
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c. Jenis-jenis partisipasi politik'®

1.) Autonomous participation

Partisipasi politik dari masyarakat yang muncul dari diri mereka
yang berdasarkan pada kesadarar individu dan sifatnya sukarela atau
spontan. Partisipasi ini biasanya muncul karena masyarakat telah
mempunyai kesadaran sendiri untuk terjun dalam kegiatan politik.
Masyarakat dapat melancarkan gugatan ataupun mengajukan tuntutan
kepada pemerintah atau sistem politiknya.
2.) Mobilized participation

Jenis partisipasi yang digerakkan oleh pihak lain dan bukan berasal
dari kesadaran mereka. Konsep ini tidak terlepas dari konsep kekuasaan,
maka apabila partisipasi politik ini terlthat adanya pihak-pihak memaksa
kemauannya schingga Kketerlibatan orang-orang dalam partisipasi ini

mengikuti kehendak pihak-pibak yang memaksa tersebut.

d. Fungsi Partisipasi Politik

Menurut Achmad Santoso, ada lima alasan pentingnya partisipasi politik,

yaitu:
1.) Alasan filosofis demokratis, yaitu setiap kebijakan yang akan
diberlakukan terhadap pihak-pihak tertentu dalam masyarakat

" nitro™"



wajib dimintakan pendapat dan masukannya, bahkan keberatan
masyarakatpun perlu diperhatikan.

2.) Alasan praktis, yaitu kemampuan wawasan dan penguasaaan
pengetahuan dari penentu kebijakan ada batasnya sehingga perlu
melibatkan masyarakat

3.) Alasan efektivitas, yaitu semakin masyarakat terlibat dalam proses
pembentukan kebijakan, maka semakin tinggi rasa memiliki serta
dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan schingga
mendorong efektivitas pelaksanaan dan penegakannya.

4.) Alasan pengawasan, yaitu apabila proses pembentukan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah di bangun secara terbuka dan
masyarakat luas dimungkinkan terlibat, maka korupsi dan kolusi

dapat diminimalkan.'

e. Tahap-tahap Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah yaitu:

1.) Tahap Pra Pemilihan

Pra pemilihan adalah kondisi di saat belum terlaksana Pemilihan
Umum Kepala Daerah. Tahapan pra pemilihan ini terlebih dahulu
dibedakan menjadi tiga yaitu mengikuti informasi Pemilukada, mengikuti
sosialisasi Pemilukada dan mengikuti kampanye. Pada saat pendekatan

masyarakat dilibatkan secara penuh dalam berpolitik, bertujuan untuk
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mengenali, memahami visi dan misi para calon pemimpin, dan untuk

meningkatkan partisipasi politik masyarakat
Adapun bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan, yaitu:

a.) Kampanye

Sebagaimana yang di kutip dari buku perilaku partai politik
M.XKhoirul Anwar Kampanye dapat diartikan sebagai strategi
control social dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku
pemilih untuk menyesunaikan dan pada saatnya menuruti apa yang
diprogramkan olch partai politik. Kampanye merupakan kampanye
jangka pendek yang mana ajang kompetisi jangka pendek
menjelang pemilu untuk mengingatkan, membentuk dan

mengarahkan opini public dalam waktu singkat."”

Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan,
pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk
gambar atau suara. Di dunia modern teknologi sudah mencakup

dunia [uas, kampanye juga sudah dilakukan melalui intemet.

b.) Sosialisasi
Sosialisasi adalah sebunah proses penanaman nilai aturan
dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau

masyarakat. Menurut sejumlah sosiolog bahwa sosialisasi sebagai
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teori mengenai peranan karena dalam proses sosialisasi diajarkan
peran-peran vang hams dijalankan oleh individu. Sosialisasi
dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai peran dalam
membentuk masyarakat supaya dapat mengetahui arti atau manfaat

sosialtsasi tersebut.

2.) Tahap Hari pemiliban

Hari pemilihan adalah kondisi di saat masyarakat yang memiliki
hak pilih (hak svara) memilih dan melakukan pencoblosan pada surat
suara yang sudah ada gambar pasangan calon dan nomor urut pasangan
calon. Pada saat inilah masyarakat di tuntut untuk menggunakan hak
snaranya tanpa ada paksaan dari pihak-pihak tertentu bertujuan
menemukan pemimpin yang baik dan berkualitas. Pada hari pemilihan

juga dapat menentukan sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat.

"3.) Tahap Pasca pemilihan

Pasca pemilihan adalah kondisi di saat pemilihan telah selesai dan
telah dilakukan penghitungan suara sudah menemukan pemimpin dari

pemilihan tersebut. Maka pada saat pasca pemilu, masyarakat dilibatkan
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f. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi poliﬁkm

1.) Faktor sosial ekonomi
Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat

pendidikan dan jumlah keluarga.
a.) Tingkat pendidikan

Pengertian  pendidikan  adalah  tuntuman  kepada

pertumbuhan manusia mulai lahir sampai tercapainya kedewasaan,
dalam arti jasmani dan rohani. Sementara dalam kaitannya dengan
penulisan penelitian ini yang di maksud dengan tingkat pendidikan
adalah sekolah atau pendidikan yang pernah di capai oleh para
responden, di mana Kkita mengetahui bahwa pendidikan merupakan
salah satu faktor yang mengubah cara berpikir seseorang. Dengan
demikian semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan semakin

kritis pula pola pikirannya

b.) Tingkat pekerjaan

Tingkat pekerjaan yang di maksud adalah suatu usaha yang
dilakukan untuk mendapatkan income/uang guna menghidupi
keluarga dalam rangka menunjang ekonomi keluvarga. Dalam
penulisan penelitian ini digunakan 3 (tiga) tingkatan yaitu tinggi,
sedang dan rendah. Adapun tingkat pekerjaan dapat dikategorikan

tinggi apabila responden berkisar sebagai Pegawai Negeri atau
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pegawai swasta. Dikategorikan sedang apabila tingkat pekerjaan
adalah petani/dagang dan kategori rendah apabila pekerjaannya
sekedar sambitan atau tidak bekerja,
¢.) Tingkat pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan faktor yang sangat penting
di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu besar kecilnya
pendapatan yang di peroleh seseorang akan berpengaruh teshadap
status sostal ekonomi keluarga.

2.) Faktor politik
Peran serta politik masyarakat didasatkan kepada politik untuk
menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi'”:

a.) Komunikasi Politik

Suatu komunikasi yang mempunyal konsekuensi politik
baik secara actual maupua potensial yang mengatur kelakuan
manusia dalam keberadaan suaty konflik. Komunikasi politik
antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak
yang menerapkan ctika®, Komunikasi politik adalah suatu
komunikasi yang mempurnyai konsekuensi politik baik sccara
aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam
keberadaan suatu konflik.

b.) Kesadaran Politik

19 \immo, Dan. Pofical Communication and Public Opirion in America , Goodyear Publishing

Co.1993
20 gamelan Surbakti, op.cif., hal.112

24

" nitro™"

i e o e



Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan
perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik.
Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa
masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan
pembangunan?'.
¢.) Pengetahuan masyarakat

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan
keputusan terhadap proses pengambilan keputusan menentukan
corak dan areh suatu kepumsa;n yang akan di ambil®.

d.) Kontrol masyarakat terhadap kebijakan public
Menurut Setiono kontrol masyarakat terhadap publik yakni
masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan
untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk
mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam
keputusan politik. Masyarakat dapat mengemukakan ekspresi
politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa
intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat.
3.) Faktor fisik individu dan lingkungan

Menurut K.Manullang Gitting faktor fisik individn sebagai sumber
kehidupan termasuk fasilitas serta kefersediaan pelayanan umum dan
faktor lingkungan adalah kesatuan rvang dan semua benda, daya, keadaan,

kondisi dan makhluk hidup yang berlangsungnya berbagai kegiatan

A Budiardjo, Miriam. Demolrasi di Indonesia,Jakarta,Gramedia. 1985
b Y - -~ L =Y M
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interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan

anggotanya.

Menurut Milbrath ada empat faktor utama yang mendorong orang

untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu:

1.

Adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam
kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi
oleh media massa melalni diskusi-diskusi politik atau diskusi
formal.

Karakteristik pribadi seseorang yang berwatak sosial yang
mempunyai kepedulian besar terhadap permasalahan sosial, politik,
ekonomi dan lain-lain biasanyan dengan suak rela telibat dalam

kegiatan-kegiatan politifc.

. Karakteristik seseorang menyangkut status sosial, ekonomi, ras dan

agama seseorang. Karena lingkungan sosial ikut mempengaruhi
persepsi, sikap dan perilaku seseorang dalam politik.

Situasi atan lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan yang
kondusif membuat orang senang untuk berpartisipasi dalam politik.
Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih

bebas dan nyaman terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik.

Dalam penelitian ini partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum
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pemilihan Kepala Daerah meliputi aktifitas masyarakat dalam mengikuti
informasi Pemilukada, mengikuti sosialisasi Pemilukada dan aktifitas masyarakat
dalam mengikuti kampanye, Pada tahap hari pemilihan meliputi datang ke TPS
dan aktifitas masyarakat dalam memberikan suaranya. Sedangkan pada tahap
pasca pemilihan berupa aktifitas masyarakat dalam mengikuti perkembangan

informasi perhitungan suara dan mengikuti proses penghitungan suara.

2. Masyarakat

Masyarakat senantiasa mempunyai rasa ikatan yang tinggi untuk hidup
bersama dengan sesamanya. Hal ini terjadi karena manusia merupakan makhluk
sasial tidak bisa hidup tanpa orang lain dan memerlukan bantuan orang lain.
Maka, manusia sudah memiliki kodrat bahwa manusia harus hidup berdampingan.
Untuk mengetahui definisi dari masyarakat dapat dideskripsikan sebagai berikut
menurut para ahli.

Menurut Widiana Gunakaya, masyarakat adalah sekelompok orang yang
mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, mampu
melanjutkan keturunannya, menghuni suatu wilayah, menganut suatu kebudayaan
dan lebih banyak berganl dalam kelompoknya®.

Menurut Cholil Mansyur masyarakat adalah suatu golongan besar atau
kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan

dan mempunyai pengaruh satu sama lain®.

2 Widiana Gunakaya.Sosiologi dom Aniropologi,Ganecha Exact,Bandung, 1986,hal.102
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Berdasarkan kedua pengertian masyarakat tersebut di atas dapat di tarik
kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekelompok atau kesatuan manusia yang
telah lama hidup dan bertempat tinggal di suatu tempat atau daerah tertentu dan
saling berinteraksi menurut sistem adat tertentu dan terikat oleh identitas bersama.

Jadi, unsur-unsur masyarakat terdiri dari:

1.) Ada kelompok manusia yang berjumlah banyak, lebih dari satn
orang

2.) Sudah terjadi dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam
daerah tertentu

3.) Adanya aturan atau noma yang mengatur tata hidup mereka untuk

menuju pada tujuan bersama

3. Teori Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan
dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara
pemerintah dengan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antar kelompok
dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan,
penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk
mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuvasaan yang memungkinkan adanya suatu

otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat secara umvm dan bukan tujuan
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sikap politik, yakni yang berkaitan dengan kesiapan bereaksi terhadap objek

lingkungan tertentu suatu penghayatan terhadap objek tersebut.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari
individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh
faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik,
ckonomi dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Jack C. Plano dkk dalam
Moh. Ridwan® , perilaku politik adalah

“Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses
memgerintah, Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan
internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-
tindakan yang nampak (pemungutan suara, gerak protes, lobbying,
kaukus, kampanye dan demonstrasi)”

a. Pendekatan perilaku pemilih?®:

1.) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa, kemudian dikembangkan
oleh para sosiolog Amerika Seﬁkat di Universitas Columbia. Pendekatan
ini pada dasamya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan
pengelompokan sosial, seperti usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, latar
belakang kelnarga, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan

informal, dan lainnya, memberi pengaruh cukup signifikan terhadap

25 Sudijono, Sastroatmodie, ap.cit,, hal. 4.
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pembentukan perilaku pemilih. Kelompok-kelompok sosial itu memiliki

peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

2.) Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini dipelopori oleh August Campbell, peneliti pada
Survey Research Center, sebuah lembaga penelitian di Universitas
Michigan, kemudian dikembangkan di Amerika Serikat. Pendekatan ini
menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap.
Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang
sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui
sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak seorang calon
pemilih masih berusia dini.

Pada usia dini, seorang calon pemilih telah menerima "pengaruh”
politik dari orang tuanya, baik dari komunikasi fangsung maupun dari
pandangan politik yang diekspresikan oleh orang tuanya.

Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh
berbagai kelompok acuan seperti pekerjaan, kelompok pengajian, dan
sebagainya. Proses panjang sosialisasi itu kemudian membentuk ikatan
yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

Ikatan inilah yang disebut sebagai identifikasi partai, sebuah variabel inti
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3.) Pendekatan Rasional
Perilaku pemilih dapat ditentukan oleh faktor karakteritik sosial
dan identifikasi partai saja. Sebagai bukti, kita dapat melihat perilaku
pemilih di Inggris yang menunjukkan adanya pelvang untuk

mempengaruhi pemilih diluar "jalur" karakteristik sosial dan identifikasi

Survei jejak pendapat membuktikan, rating dukungan kepada suatu
partai pada awal pekan kampanye bisa berubah secara signifikan pada
akhir pekan. Ini mengindikasikan kampanye memberikan andil dalam
perilaku pemilih. Pilihan isu yang merupakan "mainan” utama juru

kampanye tak bisa diabaikan.

Hanya saja, pilihan isu politik tidak serta merta menjadi daya pikat
knat dan satu-satunya faktor yang mustahil. Satu dan lain hal ialah karena
adanya skeptisisme tentang kemampuan para kandidat untuk menghela
dan mewujudkan isu dalam agenda pemerintahan bila kelak terpilih.
Walhasil, "pesona" kandidat juga menjadi faktor penting dalam

menentukan prilaku pemilih.

4.) Pendekatan Domain Kognitif (Pendekatan Marketing)
Newman & Sheth mengembangkan model perilaku pemilih
berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing. Dalam

mengembangkan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah
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komunikasi dari mulut ke muolut, dan media massa. Model ini

dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksikan perilaku pemilih.

Menurut model ini, perilaku pemilih ditentukan oleh tujuh domain

kognitif yang berbeda dan terpisah, sebagai berikut:

a.) Isu dan kebijakan politik (issue and policies); merepresentasikan
kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh
partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu. Inilah
platform dasar yang ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para
pemilih. Yang termasuk dalam komponen ini adalah kebijakan
ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan
sosial, kebijakan politikk dan keamanan, kebijakan hukum, dan
karakteristik kepemimpinan.

b.) Citra sosial (social imagery); menunjukkan stereotip kandidat atau
partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara
kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam
masyarakat. Social imagery adalah citra kandidat dalam pikiran
pemilih mengenai "berada” di dalam kelompok sosial mana atau
tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik. Social
imagery dapat terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain:

1. Demografi:
- Usia (contoh: partai orang muda)

- Gender (contoh: calon pemimpin bangsa dari kaum hawa)

A mnsman £ anmbale aswiad nwonars Foloms nowtoad avanoe Eoatalil

" nitro™"



2. Sosio ekonomi:

- Pekerjaan (contoh: partai kaum buriuh)

- Pendapatan (contoh: partai wong cilik)
3. Kultura! dan etnik:

- Kultural (contoh: kandidat presiden yang seniman)

- Etmik {contoh: partai orang jawa)
4. Politis-ideologi (contoh: partai nasionalis, partai agamis, partai
konsevatif, partai moderat).
5. Perasaan emosional (emotional feeling); dimensi emosional yang
terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan
oleh policy politik yang ditawarkan.
6. Citra kandidat (candidate personality); mengacu pada sifat-sifat
pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
7. Peristiwa mutakhir (current events); mengacu pada himpunan
peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan
selama kampanye.
8. Peristiwa pribadi (personal events); mengacu pada kehidupan
pribadi dan peristiwa yang pemnah dialami secara pribadi olch
seorang kandidat misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi
korban rezim tertentu, ikut berperang untuk mempertahankan
tanah, dan sebagainya.

9. Faktor-faktor efistemik (epistemic issuees); isu-isu pemilihan
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mengenai hal-hal baru. Epistemic issues ini sangat mungkin

muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-

institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.
Pada dasarnya keempat pendekatan perilaku pemilih tersebut diatas saling

menguatkan atau melengkapi satu sama lainnya.
4. Pemilihan Kepala Daerah

Bentuk pemilihan langsung Kepala Daerah adalah hal baru yang
menggantikan mekanisme pemilihan melalui DPRD. Pilkada langsung dinilai
sehagai kerangka system (system framework) bagi pelaksanaan partisipasi publik,
legitimasi politik, akuntabilitas pemerintahan dan check balance di satu sisi.
Walaupun belum bisa sepenuhnyaz mampu menjawab persoalan money politics di
sisi lain. Padahal persoalan inilah yang pada mulanya ingin dihilangkan dengan
sistem pemilihan langsung ini.?’

Tanggal 11 Februari 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
No.6 tahun 2005 yang memberikan penjelasan bagi pelaksanaan Pilkada langsung.
Tanggapan beragam pun bermunculan. Regulasi ini akan terus berlanjut seiring
dengan penyelenggaraan Pilkada langsung terutama bagi 33 provinsi, 349
kabupaten dan 91 walikota di seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan
Pilkada langsung.*®

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pilkada merupakan perpanjangan
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disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daearah dan
Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh seluruh masyarakat yang
mempunyai hak pilih dan memepuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah adalah®

a. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi

b. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten

¢. Walikota dan Wakil walikota untuk kota

Pemilihan secara langsung merupakan proses pembelajaran politik yang
relevan dan merupakan upaya memperkuat system local dan otonomi daerah
sebagai suatu proses demokratisasi. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat di
petik langsung dari penyelenggaraan pemilihan langsung, yakni:

a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat di dalam
kehidupan demokratis partisipasi politik merupakan sebuah
perwujudan dari hak politik rakyat. Menurut Arbit Sanit
menegaskan bahwa “partisipasi politik ialah aktifitas legal
warga masyarakat secara perorangan yang secara langsung atau
tidak langsung berpengaruh kepada seleksi pejabat
pemerintahan dan kepada tingkah lakunya sebagai pejabat™.
Dengan fitas setiap warga masyarakat dalam mempengaruhi
sepak terjang pemerintahan adalah sah, namun masih dalam
rambu-rambu hukum.,

b. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat

% Laporan Departemen Dalam Negeri, http//www.depdagri.go.id.,dinkses pada 25 September
2011
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Ikut serta dalam pemilihan langsung Kepala Dacrah adalah
merupakan bentuk dukungan dan suvatu kesadaran politik
masyarakat untuk pembentukan legitimasi. Kesadaran politik
perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan masyarakat
agar mereka mengerti dan sadar akan hak politiknya.
Kesadaran politik dapat berawal dari warga masyarakat secara
individual atau pun berkelompok dari pemeriniah. Bedanya
dari pemerintah biasanya sebagai mobilisasi untuk kepentingan
kekuasaan sedangkan dari masyarakat bersifat spontan.
Mennrut Arbi Sanit ditegaskan bahwa pemanfaatan orang lain
untuk mendatangkan keuntungan secara sepihak dan perlakuan
yang berbeda terhadap orang yang berbeda, menggugah orang-
orang yang berfikiran idealis untuk merumuskan pala
hubungan manusia yang manusiawi secara ideal. Dari mereka
datang kepada tiga nilai yang ideal yang membangun
demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan
(freedom), persamaan (equality) dan keadilan (justice).

. Memperluas akses pengambilan keputusan dalam pelaksanaa
demokrasi memberikan kesempatan yang lvas kepada rakyat
untuk menentukan pemimpinnya dan kepercayaan yang akan
diberikan. Rakyat menjadi kunci bagi demokrasi dan esensi

dari demokrasi menyangkut hubungan antara mereka yang
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Menurut Kusnardi dan Harmaily lbrahim bahwa pemilihan
umum tidak lain adalah cara untuk memilih wakil-wakil rakyat
karena bagi suatu Negara yang menyebut diri sebagai Negara
demokrasi pemilihan umum harus dilaksanakan dalam waktu-
waktu fertentu.”’

d. Memperoleh legitimasi masyarakat, Kepercayaan yang
diberikan kepada orang yang dipercayai sebagai wakil atau
penguasa di sebut legitimasi. Menurut Arbi Sanit bahwa pemilu
dimanfaatkan untuk menciptakan legitimasi bagi penguasa di
sai pihak dan untuk membentuk perwakilan anggota
masyarakat pada pihak lainnya.32

e. Membantu terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif
karena di dukung olch rakyat maka akan terwujud penerimaan
yang [nas dari masyarakat terhadap Kepala Daerah yang
terpilih, sehingga konflik-konflik karena kontroversi pemilihan
Kepala Daerah dapat dihindari,

f. Membantu transparansi atau menghindari terjadinya praktek
uang (money politik) menerapkan pemilihan langsung oleh
rakyat berarti jumlah pemilihnya tidak terbatas dalam jumlah
tertentu jika dibandingkan dengan anggota legislatif yang
duduk di DPRD, maka akan membeli suara atau menyuap

hampir mustahil. Sementara dalam system pemilihan tidak

3 Mashudi, Pengertian-pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di
Indonesia mermrut vud 1945, CV Mandar Maju, Bandung 1998, hal.329
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langsung sangat memungkinkan karena untuk memastikan
kemenangan cukup di dukung oleh mayoritas suara di DPRD
yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah rakyat pemilih.

g. Memastikan akuntabilitas kepada konstituen
Dampak psikologis dari hasil pemilihan langsung adalah
kemungkinan dikontrolnya seseorang yang telah di pilih untuk
di minta pertanggimawaban bila ternyata mengingkari janji-

janji yang diberikannya pada masa kampanye.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilukada
adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
palitik. Kemudian ketentuan ini di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 bahwa peserta pemilukada dapat berasal dari pasangan calon
perseorangn yang di dukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini
menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa
pasal menyangkut peserta Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004.%

Pemilukada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pemilihan Umum
(Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Tujuan utama Pemilukada

langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas
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demokrasi di tingkat local dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah
lama di marginal.

Dari hasil rapat paripurna DPR tanggal 29 September 2004 yang
secara final diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa pemilihan Kepala
Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung di atur dalam UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 6 tahun 2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit
ketentuan pemilukada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas
yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilukada.

Asas-asas yang digunakan dalam penyeclenggaraan Pemilukada yang di
maksud adalah :

1) Langsung: Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk
memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati
dan nuraninya tanpa perantara.

2.) Umum: Setiap warga tanpa pandang bulu apakah kaya atau miskin,
apapun suku, ras, agama, warna, jenis kelamin, tingkat pendidikan,
tempat tinggal, cacat tubuh dan apapun ideologinya. Hal ini
dirumuskan sebagai persamaan kedudukan setiap warga Negara
sama di depan hukum dan pemerintah. Berdasarkan asas umum

pengaturan proses pelaksanaan pemilukada langsung khususnya
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harus memungkinkan semua warga Negara yang berhak memilih
menggunakan hak pilihnya.

3.) Bebas: Ada dua pengertian, yaitu bebas untuk lepas diri. Bebas
untuk mengandung maksud setiap warga Negara yang berhak
memilih dan di pilih memiliki kebebasan menyatakan pendapat,
aspirasi dan pilihannya. Bebas uniuk menghadiri  atau
mernidengarkan kampanye para calon pasangan Kepala Daerah.
Bebas mengandung maksud setiap ‘warga Negara bebas dari
intimidasi dari paksaan dalam bentuk apapun.

4)) Rahasia; Merupakan asas yang merujuk pada situasi pemilib
memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun. Asas rahasia
ini berlaku bila pemilih yang bersangkutan dengan kesadaran
sendiri menyatakan pilihannya kepada orang lain.

5) Jujur: Setiap tindakan pemilu dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan moralitas
masyarakat serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan,
manipulasi, penipuan, pémbclian suara dan korupsi. Hal ini tidak
saja berlaku bagi penyelenggara tetapi bagi peserta, para kandidat,
pemantau, para pemilih dan penegak hukum.

6.) Adil: Keadilan merupakan cita-cita demokrasi dalam segala
bentuknya. Dalam kampanye keadilan sangat penting dan harus di
junjung tinggi. Keadilan menjadi dasar kompetisi yang schat.

Dengan keadilan, gesekan dan konflik antar pendukungdan antar
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calon bisa dihindarkan. Dengan demikian keadilan menjadi alat
sekaligus tujuan dalam kampanye setiap warga Negara yang
berhak memilih dan di pilih diperiukan secara sama dan setara oleh
setiap unsur penyelenggara pemilukada secara langsung, sepesti

KPUD dan instansi penegak hukui. B

E. Definisi Konseptual
1. Pantisipasi Politik : kegiatan warga Regar yang bertujuan
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah
2. Masyarakat @ orang-orang yang hidup bersama bertempat tinggal

bersama dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mercka anggap sama.

3. Pemilihan Kepala Daerah : suatu praktek politik lokal daerah vang
merupakan peristiwa penting yang hampir seluruh warga daerah untuk
memnilih Kepala Daerah

4. Peritaku Politik : kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan

dan pelaksanaan keputusan politik

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsu penelitian yang memberikan batasan
tertentu untuk memberitahukan variabel dalam mencapai tujuan penelitian.
partisipast politik masyarakat dalam pemiliban umum Kepala Daerah Kulon

Proga tahun 2011.

34 prihaimoko Joko 1, Pentlikan Kepola Daerah Langsung, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005,hal.
110-111
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1. Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat di lihat dari tahap
pemilihan sebagai berikut:

a. Pra Pemilihan

- Aktivitas masyarakat dalam mengikuti informasi Pemilihan
Umum Kepala Daerah

- Akfivitas masyarakat dalam mengikuti sosialisasi pemilihan
umum Kepala Daerah

- Aktivitas masyarakat dalam mengikuti kampanye

b. Hari pemilihan "

- Aktivitas masyarakat dalam menggunakan hak pilih

c. Pasca Pemilihan

- Aktivitas masyarakat dalam mengikuti perkembangan
perhitungan suvara,

- Aktivitas masyarakat dalam mengikoti proses perhitungan suara.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam

pemilikan umum Kepala Daerah Kulon Progo tahun 2011, yaitu:

a. Faktor Sosial Ekonomi
b. Faktor Politik, meliputi :
1.) Komunikasi politik
2.) Kesadaran politik
3.) Pengetahuan masyarakat
4.) Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik

c. Faktor fisik individu dan lingkungan
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G. Metode Penelitian
1, Jenis penelitian

Kata peneclitian diartikan sebagai pemeriksaan yang teliti atau
penyelidikan. Menurut Goldstein penelitian digunakan sebagai padanan kata
research dalam bahasa inggris yang berarti mengungkapkan atau membuka. Kata
research bisa diartikan menjadi riset sebagai kegiatan mengungkapkan atau
membuka pengetahuan yang baik telah ada mauvpun yang masih belum
ditemukan®®. Jadi penelitian merupakan upaya untuk memperluas pengetahuan
dan menghasilkan pengetahuan baru yaitu sebelumnya betum ada atau belum di
kenal, juga pengumpnlan keterangan baru yang bersifat memperkuat teori-teori

yang sudah ada bahkan juga menyangkal teori-teori yang sudah ada.

Dalam penclitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif.
Metode deskriptif adalah suath metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu
kelas peristiwa pada masa sckarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah
untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang
disetediki.

Menurut Whitney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan

interpretasi yang tepat’. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah

% Goldstein, HLK. 1963. Research Standars and Methods for Soclal Workers. New Orleans, La.:
The Hauser Press.
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dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-
situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap,
pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

2. Laokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Samigaluh kabupaten Kulor Progo

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan di kecamatan Samigaluh, yaitu

a. Samigaluh merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan di
Kabupaten Kulon Progo yang mengalami kenaikan tidak menggunakan
hak pilih tahun 2006 yaitu sebesar 2.653 suara dengan prosentase
(12,34%) dan tahun 2011 yaitu sebesar 9.661 suara dengan prosentase
(41,67%). Jadi, ada kenaikan jumlah perolechan suara yang tidak
menggunakan hak pilih mencapai (29,33%). Dengan demikian Kecamatan
Samigaluh menjadi lokasi penelitian di banding dengan kecamatan lain

karena jumlah prosentase tidak menggunakan hak pilih lebih rendah.
3. Sumber Data
a. Data Primer

Data Primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti

atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Data primer dalam penelitian ini
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Data primer juga di dapat dari hasil wawancara kepada Kepala Divisi
Rumah Tangga, Umum, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Organisasi KPUD yaitu Bapak R.Panggih Widodo, 8.Si, ketua PPK
(Panitia Penyelenggara Kecamatan) yaitu Bapak Ari Wibowo, ST.,

Seketaris DPD PAN Kulon Progo yaitu dan Bapak Ari Widiyatno, ST
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan catatan tentang adanya suatu peristiwa
ataupun catatan-cefatan yang jaraknya telah jauh dari sumber original.
Sumber data sekunder meliputi surat kabar, interpretasi atau pembahasan
tentang materi original. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari
dokumen yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Kulon Progo yang di
dapat oleh peneliti melalui intemet maupun di dapat secara langsung,
buku-buku, makalah, jurnal dan arsip yang bethubungan dengan penelitian

ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar

untuk memperoleh data yang diperlukan.
a. Interview atan Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
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dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang

dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Sehingga, wawancara merupakan percakapan yang berlangsung
secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai
pewawancara (interviewer) untuk mendapatkan sejumlah informasi yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Tabel 1.8
Dafitar Responden Wawancara (Interview)
No. Nama Responden Jabatan Jumlah
o wryot. & o | Divisi Rumah Tangga, Umum,
L. | RPanggih Widodo, 8.51. | 5 banean SDM dan Organisasi 1 orang
R Ketua PPK (Panitia Penyelenggara
2. | Ari Wibowo, ST. Kecamatan) 1 orang
Ari Widiyatno, ST. Seketaris DPD PAN Kulon Progo 1 orang

b. Kuesioner

Kuesioner atau angket ‘adalah teknik pengumpuian data dengan
menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk di isi sendiri oleh
responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan
(respons) untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan

Samigaluh. Tipe kuisioener yang digunakan oleh peneliti adalah tipe
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c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan kepada subjek penelitian, Dokumen yang yang diteliti
dapat berupa berbagai macam tidak hanya dokumen resmi. Dalam studi
dokumentasi data-data tertulis dari KPUD Kulon Progo melalni internet
maupun didapat secara langsung data dari surat kabar, makalah, arsip yang
berkaitan dengan penelitian ini merupakan dokumentasi yang dibutuitkan

penulis dalam pelaksanaan penclitian ini.
5, Keabsahan Data

Keabsahan data adatah merupakan salah satu bagian yang sangat
penting di dalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui  derajat
kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti
melaksanakan pemeriksaan tethadap kekebsahan data secard cermat
dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitain yang benas-benar

dapat dipertanggungajawabkan dari berbagai segi.

Untuk mendapatkan validitas dalam penelitian ini menggunakan
teknik triangulasi sebagai teknik pemetiksaan data. Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang Jain
di lvar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
tethadap itu”’. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penclitian ini

adalah teknik triangulasi dengan memanfaatklan penggunakan sumber,

37 Moelong Lexy.Mefode Penelitian Kualitatif Bandung;Remaja Rosdakarya.2007.Hal.330
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berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda
6. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Menurutu kamus riset karangan Drs. Komarnddin yang dimaksud
dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan
sampel. Pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang
perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masaiah
penelitian®!. Sehubungan dengan penelitian ini maka yang dijadikan
daerah penelitian adalah kecamatan Samigaluh. Populasinya adalah
masyarakat kecamatan Samigaluh yang sudah memiliki hak dan telah

memenuhi syarat-syarat untuk memilih.
b. Sampel

Sampling atau sampel berarti contoh yaitu sebagian dari seluruh
individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel ialah
untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara
mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah
objek penelitian, untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari

populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan.®

3% K omaruddin, Kamus riset, Op-Cif, Hal.203
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Teknik yang digunakan penulis dalam pengambilan sample adalah
tehnik random sampling yaitu sample yang diambil secara acak schingga
unit analisa dari populasi punya kesempatan yang sama untuk dj pilih

menjadi sampel.

Rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah
fumus yang dikembangkan oleh Frank Lynch dengan formulasi sebagai
berikut : "

n=N.Z%p.(1-p)

N.dZ2p.(1-p)
Keterangan : n= Jumlah sampel

N= Jumlah populasi
Z=Nilai dari variabel normal (1,96} untuk tingkat kepercayaan 95%
d= Sampling error (9, 10)
P = Harga patokan tertinggi (0,50)
n =N.Z%p.(1-p)
N.d%Z%p.(1-p)

= 23185.(1,96).0,50.(1-0,50)

23185.(0,10)*H(1,96)2.0,50.(1-0,50)

=23185.3,84.0,25

231,85+0,96
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=22257,6

232,81
= 53,60

Sebagai sampelnya adalah beberapa warga masyarakat di
kecamatan Samigaluh sebanyak 96 orang yang dianggap bisa mewakili
kecamatan yang bersangkutan guna mengetahui kecenderungan
masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam memberikan suara

kepada calon pemimpin Daerah.
7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengkeordinasikanya

ke dalam suatu pola, kategori dan uraian-uraian dasar®.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang
diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Di olah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan secara sistematis, logika
dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung analisa data

secara kualitatif,

Maka teknik analisis data dilakukan dengan cara menganalisis data yang
diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara dan telaah dokumen dalam bentuk

deskripsi dengan tahap-tahap sebagai berikut:

4 Patton dalam Lexy J moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit remaja Rosdakarya,
Bandung, 2001, hal 103
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a. Pengumpulan data
Data dikumpuikan dengan menggunakat teknik obeservasi,

wawancara_dan Juesionet.

b. Melakukan Kategorisasi
ang, sejenis dengan

si agar

Memisahkan data ke dalam pagian-bagian ¥

okkan data Yang sejenis

lebih memudahkan dalam pemecahan masalah penelitian.

ke dalam tabel frekuen

jalan mengelomp

¢. Melakukan interpretasi data

Dengan cara memberikan penafsiran berupa penjclasan secard

terperinei terhadap data yang diperoleh.

d. Melakukan generalisasi dan penarikan kesimpulan

gan mengaitkan teofi yang melandasi

barn ditarik svatu

Generalisasi dibuat den

penclitian yang dilakukan kemudian setelah itu

kesimpulan.
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a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik obeservasi,

wawancara dan kuesioner.

b. Melakukan kategorisasi

Memisahkan data ke dalam bagian-bagian yang scjenis dengan

jalan rengelompokkan data yang sejenis ke dalam tabel frekuensi agar

lebih memudahkan dalam pemecahan masalah penelitian.

¢. Melakukan interpretasi data
Dengan cara memberikan penafsiran berupa penjelasan secara

terpetinci terhadap data yang diperoleh.

d. Melakukan generalisasi dan penarikan kesimpulan

Generalisasi dibuat dengan mengaitkan teorl yang melandasi

penelitian yang ditakukan kemudian setelah itu baru ditarik suvatu

kesimpulan.
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H. Organisasi dan jadwal penelitian
1. Organisasi penelitian
Organisasi penelitian yang di jadikan sebagai tempat penelitian
guna mendapatkan data primer adalah sebagai berikut
a. Kantor KPUD Kulon Progo. Alamat kantor KPUD Kulon

Progo : Jalan Wahid Hasyim Bendungan Wates Kuoion
Progo 5561 Telp (0274) 774433

b. Kantor DPD PAN Kulon Progo. Alamat kantor DPD PAN
Kulon Progo : Jalan Jogoyudan Wates Kulon Progo

¢. Kecamatan Samigaluh. Alamat Kecamatan Samigaluh :
Jalan Dekso Plono Samigaluh Kulon Proge Telp (0274)
7494844

2. Jadwal Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan mengunakan metode wawancara
(interview) untuk mendapatkan data-data primer. Berikut jadwal penelitian

yang telah dilakukan oleh penulis :

Tabel 1.9
\
, Jadwal Penelitian
I No. ‘Tempat penelitian Tangal penelitian Keterangan
:, 7| 1. | Kantor KPUD Kulon Progo 3 November 2011 Penyerahan surat penelitian
¥/ Wawancara dan menyebar kuesioner
’ 2. | Kecamatan Samigaluh 7-11 November 2011 | dengan masyarakat Kecamatan

Samigaluh

Wawancara dengan Kepala Divisi

3. | Kantor KPUD Kulon Progo | 15November 2011 . | Rumah Tangga, Umum, Pengembangan
- | Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Kantor DPD PAN Kulon /- Wawancara dan sharing dengan
4 Progo 2 Desember 2011 seketaris DPD PAN Kuion Progo
t. o
/(
-
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BABII

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

1. Kondisi Umum

Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota Wates memniliki luas wilayah
58.627,512 ha (586,28 km2), terdiri dari 12 kecamatan 88 desa dan 930 dukuh.
Kabupaten Kulon Progo pierupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di
propinsi D.I Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagal

berikut*':

O Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.

0 Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Prop.Hindia

0 Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah

0 Selatan : Samudera Hindia
Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara
500 -1.000 meter dari permukaan faut Meliputi Kecamatan : Girimulyo,
Nanggulan, Kalibawang -dan Samigaluh.
Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 m samlpai
dengan 500 m dari permukaan air laut Meliputi Kecamatan * Sentolo, Pengasih

dan Kokap

a hup:f}www.lnﬂonpmgokab.go.id,diakses-6 Oktober 2011
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Bagian Selatan
Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter

dari permukaan air laut Meliputi Kecamatan : Temon, Wates, Panjatan, Galur dan

Lendah.

2. Sejarah

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober
1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon
Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan
Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Sebelum
Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk didalafnnya wilayah Kulon
Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai
penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang
berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 18235-
1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk
empat kabupaten yaitu:
1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung.

- P ‘e " wr ot .3 sl TA1A Woliowadian Thamcannilh Coantala
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Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten
Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden
Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927
Kabupaten Kulon Progo di bagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon,
sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah
Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan
Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon
Watumural/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh. Yang menjabat bupati di
Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

1. RT. Poerbowinoto

2. KRT. Notoprajarto

3. KRT. Harjodiningrat
4. KRT. Djojodiningrat

5. KRT. Pringgadiningrat
6. KRT. Setjodiningrat
7. KRT. Poerwoningrat

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan
Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya di kenal dengan
nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku "Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada
tahun 1813 Pangeran Notokusumo di angkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I
dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai sclatan

yang di kenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itn

toaf e b cdceee wsandenn mmwbmmn wdealincs Thalan A lass wnmer harmama ool
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Kawirejo I menasehatkan agar tanzh pelingguh terscbut disatukan letaknya.
Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang
setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian di beri nama Kabupaten Karang
Kemuning dengan ibukota Brosot.

Sebagal Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdayo. Bupati
kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar
mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang
dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan
Karta (Subur) atau dacrah yang sangat subur, Oleh karena itu, maka Sri Paduka
Paku Alam V lalu berkenan menggantiken nama Karang Kemuning menjadi
Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun
1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua
kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan
Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan
Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan. Bupati di Kabupaten
Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:

1. Tumenggung Sosrodigdoye
2. R. Rio Wasadirdjo

3. R.T. Surotani

4. RM.T. Djayengirawan

5. R.M.T. Notosubroto

6. K.RM.T. Suryaningrat

7. Mr. K.R.T. Brotodiningrat
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8. K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri
Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu
Kasnltanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah
istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara
wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman
yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku
Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU
No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan
tanggal 15 Okiober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU
No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan
Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama
Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya
sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951.
Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951,
yaitu saat diundapgkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman
Republik Indonesia.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 19435,
pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku
Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa Kesultenan dan daerah Paku Alaman

adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia yang bersifat kerajaan, hal
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Republik Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 1950 yang
mengatur tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta meliputi 5 (lima) kabupaten :
1. Kabupaten Bantul
2. Kabupaten Gunung Kidul
3. Kabupaten Sleman
4. Kabupaten Kulon Progo
5. Kabupaten Adikarta

Sti Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tidak berkenan
adanya 2 (dua) daerah istimewa di Dacrah Istimewa Yogyakarta, maka pada
tanggal 1 Mei 1951 diadakan pembicaraan mengenai penggabungan Kabupaten
Kulon Progo (kesultanan) dengan Kabupaten Adikarta (Pakualaman), setelah
disepakati, atas usul Sri Paku Alam VIII di beri nama Kabupaten Kulon Progo dan
atas keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ibukotanya di Wates. Atas
kesepakatan tersebut, pemerintah pusat pada tanggal 15 Oktober 1951
mengeluarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang penggabungan
Kabupaten Kulon Progo (kesultanan) dengan Kabupaten Adikarta (Pakualaman)
menjadi satu kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
nama Kabupaten Kulon Progo, yang sampai sekarang menjadi hari jadi Kabupaten
Kulon Progo. Pelaksanaan penggabungan pada tanggal 1 Januari 1952. Pejabat
bupati Kabupaten Kulon Progo dari tahun 1951 — 2011 yaitu :

1. KRT. Surjodiningrat (1951-1959)

7N D Dradina Qranarna F1080G_106M
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3. KRT. Kertodiningrat (1962-1969)

4. R. Soetedjo (1969-1975)

3. R. Soeparno (1975-1980)

6. Drs. KRT. Widjojo Hadiningrat (1981-1991)

7. Drs. H. Suratidjo (1991-2001)

8. H. Toyo Santoso Dipo (2001-2008), Wakil bupati HM. Anwar Hamid

9. H. Toyo Santoso Dipo (2008-2011),Wakil bupati H.Mulyono

3. Letak Geografis

Hamparan wilayah kabupaten Kulon Progo mennrut ketinggian tanahnya
adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan laut (dpal), 15,20
% berada pada ketinggian 8-25 m dpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26-100 m
dpal , 33,0 % berada pada ketinggian 101-500 m dpal , dan 11,37 % berada pada
ketinggian >500 m dpal.

Distribusi wilayah kabupaten Kulon Progo menurut kemiringannya adalah:

0 40,11 % berada pada kemiringan < 20

[1 18,70 % berada pada kemiringan 30 - 150

0 22,46 % berada pada kemiringan 160 - 400

0 18,73 % berada pada kemiringan > 400

Selama tahun 2009 di Kabupaten Kulon Progo, rata-rata curah hujan per
bulan adalah 117 mm dan hari hujan 7 hh per bulan. Keadaan rata-rata curah

hujan dan hari hujan yang tertinggi terjadi pada bulan Januari-Februari 2009 dan
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tertinggi pada tahun 2009 berada di Kecamatan Kalibawang sebesar 169 mm dan

9 hh.

4. Pemerintahan

Struktur pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo dapat di lihat dari

komposisi anggota legislatif dan lembaga eksekutif sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon
Progo 2005 - 2009

Nama Partai Politik

2]

2005

b

o

-t

b2
-}

PDI- Perjuangan

Partai Kebangkitan Bangsa

Golongan Karya

Partai Amanat Nasional

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Patriot

Partai Demokrat

Pariai Keadilan Sejahtera

PKPB

PDK
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Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Dapat dipaparkan pada tabel 2.1 tentang komposisi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuton Progo 2005-2009 bahwa pada tahun 2005

sebanyak 35 orang, tahun 2006 sebanyak 35 orang, tahun 2007 sebanyak 35
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Tabel 2.2

Komposisi Anggota DPRD menurut Fraksi dan Komisi di Kabupaten Kulon
Progo 2009
Komisi Pimpinan

No. | Fraksi Pemerintahan Perckonomian  Keuangan Pembangunan Kesra Dewan
1. [PDI-P 2 2 2 2 - I
2. | PKB 1 | 1 2 - ]
3. | PAN 2 2 2 1 - 1
4. | Golkar 1 2 1 1 - -
5. {PKS 1 1 1 1 - -
6. | Binangun 2 2 2 2 - -
2009 9 o 10 10 3
2008 11 11 11 10 - 3
2007 11 11 11 10 - 3
2006 8 8 8 8 8 3
2005 8 8 8 3 8 3

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Pada tabel 2.2 dapat dijelaskan komposisi anggota DPRD menurut Fraksi

dan Komisi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2009, meliputi: komisi

pemerintahan sebanyak 9 orang, perckonomian sebanyak 9 orang, keuangan

sebanyak 10 orang, pembangunan sebanyak 10, kesra sebanyak 9 orang dan untuk

pimpinan dewan sebanyak 3 orang.

5. Data Demografi

Sebagaimana data yang tersaji dalam Kabupatern Kulon Progo dalam

angka 2010, penulis dapat menyajikan beberapa data demografi sebagai berikut:

a. Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 menurut
Hasil Proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2005)

sebanyak 374.921 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 183.892 jiwa
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Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 1980, jumlah penduduk
Kabupaten Kulon Progo tercatat scbesar 380.685 jiwa. Sex rasio sebesar 95,
yang artinya terdapat 95 penduduk Iaki-laki di setiap 100 penduduk
perempuan. Dengan luas wilayah 58.627,54 km2, maka kepadatan penduduk
Kabupaten Kulon Progo tahun 1980 sebesar 649 jiwa per km2. Pada Sensus
Penduduk 1990 penduduk Kabupaten Kulon Progo turun menjadi 372.309
jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk -0,22. Rasio jenis kelamin tercatat 96
dan kepadatan penduduknya menjadi 635 jiwa per km2. Dengan laju
pertumbuban -0,04, penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut Hasil Sensus
Penduduk Tahun 2000 tercatat sebanyak 370.944 jiwa. Sex rasio sebesar 97

dan kepadatan penduduknya mencapai 633 jiwa per km2.

b. Tenaga Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah
penduduk yang masuk dalam pasar kerja. Jumlah pencari kerja baru pada
tahun 2009 sehanyak 6.912 orang dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 508
orang (4,75 persen), setingkat SLTP 1.153 orang (10,78 persen), SLTA
sederajat 5.467 orang (51,12 persen), Diploma 1.823 orang (17,05 persen),
dan sarjana 1.744 orang (16,31 persen). Secara total, jumlah pencari kerja baru
pada tahun 2009 ini mengalami peningkatan cukup drastis sebesar 54,73
persen pada tahun sebelumnya (jumlah pencari kerja tahun 2008 hanya

sebesar 6.912 orang). Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja menurut
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atas yang dirinci menjadi penduduk yang termasuk angkatan kerja dan bukan
angkatan kerja. Pada tahun 2009 jumlah penduduk usia kerja sebesar 303.722
orang yang dirinci sebanyak 146.381 penduduk laki-laki dan 157.341
penduduk perempuan. Di antara penduduk usia kerja tersebut, mereka yang
tergolong sebagai angkatan kerja tercatat 222.551 orang, 212.963 orang
dengan status bekerja dan 9.588 orang merupakan pengangguran. Dari jumiah
penduduk yang bekerja (212.963 orang) sebanyak 46,01 persen bekerja pada
sektor pertanian, 18,99 persen penduduk wsia bekerja bekerja pada sector
perdagangan, hotel dan restoran, 12,01 persen bekerja pada sektor industri,
sebanyzk 22,99 persen penduduk usia kerja tersebar pada enam sektor yang
lain yaitu sector pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air
bersih, sektor konstruksi, scktor pengangkutan dan komumikasi, sektor

lembaga keuangan dan sektor jasa-jasa

¢. Pendidikan
Amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menyatakan pendidikan
merupakan hak setiap bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil yang sangat
besar dalam proses pembangunan suatu bangsa. Beberapa program pemerintah

dalam bidang pendidikan adalah penyedisan sarana dan prasarana,
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Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2009 jumlah Sekolah, Murid,

Guru dan Rasio Murid terhadap Guru adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid terhadap Guru
Rasio Murid
Tingkatan Sekolah Sekolah Murid Gura terhadap Guru
TK 329 8.277 1.021 8
SD 349 35.084 3.348 10
SLTP 68 17.180 1.574 11
SLTA 16 4.145 515 8
SMK 35 11.338 1.313 9
SL.B 6 179 32 2
Madrasah Ibtidaiyah 27 1801 289 6
Madrasah Tsanawiyah 12 2.379 287 8
Madrasah Aliyah 4 1.031 161 6

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Pengunjung perpustakaan umum di Kabupaten Kulon Progo pada

tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 16,06% dibandingkan tahun 2008.

Sebanyak 41,958 orang pengunjung terdiri atas 5.095 orang (12,14 %) pelajar

SD, 8.127 orang (19,37 %) pelajar SLTP, 10.875 orang (25,92 %) pelajar

SLTA, 6.295 orang (15,00 %) Perguruan Tinggi dan 11.566 orang (27,57 %)

lainnya. Dari seluruh pengunjung perpusiakaan umum yang berasal dari

pelajar dan mahasiswa, pelajar SLTA yang paling banyak berkunjung ke

perpustakaan umum.

d. Sosial

Kondisi dan perkembangan sosial di Kabupaten Kulon Progo pada
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yang ada pada masyarakat, karena hal tersebut mencerminkan adanya
hubungan dan toleransi yang saling terkait. Berdasarkan data dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, mayoritas penduduk
Kabupaten Kulon Progo adalah pemeluk agama Islam sebesar 93,64
persen, kemudian agama Katholik 4,75 persen, agama Kristen 1,46 persen,
agama Buddha 0,15 persen, dan agama Hindu 0,01 persen. Tempat
peribadatan yang tersedia di Kabupaten Kunlon Progo terdiri dari 1.016
masjid, 523 mushola, 514 langgar, 21 gereja kristen, 4 gereja katholik, dan
48 kapel dimana jumlzh kapel terbanyak di kecamatan Kalibawang
sebanyak 20 kapel. Tempat ibadah umat Buddha vihara hanya terdapat di
Kecamatan Girimulyo vaitu 5 vihara dan 1 cetya. Sedangkan tempat
ibadah umat Hndu belum tersedia di Kabupaten Kulon Progo.

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kulon Progo terdiri
dari 6 rumah sakit umum dengan 67 dokter dan 227 paramedis, yang
terletak di Kecamatan Temon 1 rumah sakit, kecamatan Wates 3 rumah
sakit, dan Kecamatan Nanggulan 1 rumah sakit. Kemudian ada 21
puskesmas dan 63 puskesmas pembantu dengan 64 dokter dan 320
paramedis. Kasus kesehatan paling menonjol yang ditangani oleh RSUD
Wates maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya adalah penyakit panas,
asma, pilek dan diare. Salah satu indikator ke'berhasilan pembangunan
kesehatan adalah tingkat keschatan balita. Pada tahun 2009 dari 25.594

balita yang mendapat pelayanan kesehatan dari puskesmas ada sebanyak
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tahun lalu angka ini mengalami penurunan. Dari 5.992 kelahiran yang
dilaporkan 0,27% diantaranya lahir mati. Kemudian jumiah bayi yang
meninggal sebanyak 95 orang dan 14 balita meninggal. Jumlah penduduk
yang mendapatkan jaminan kesehatan pra bayar gratis dari jamkesmas
sebanyak 141.893 peserta, dari jamkesos sebanyak 56.000 peserta dan
4.442 peserta untuk jamkesos kader.

(Gambaran sisi yang tidak kondusif di Kabupaten Kulon Progo dari
social masyarakat dapat dilihat dari data kejahatan yang terjadi, jumlah
kejahatan yang terjadi sebanyak 417 kasus. Jumlah tambahan napi
berdasarkan putusan pengadilan mencapai 209 orang. Berdasarkan
klasifikasi umur, tambahan napi tersebut terdiri dari dewasa sebanyak
88,52 persen, pemuda sebanyak 5,74 persen, dan anak-anak 5,74 persen.
Jika didasarkan pada lama kurungan <1 tahun ada 85,17 persen, 1-5 tahun
12,44 persen, lebih dari 5 tahun 0,48 persen, pidana kurungan dan seumur

hidup tidak ada dan pidana denda 1,91 persen.

e. Budaya

Kesenian daerah merupakan kekayaan budaya yang harus
dilestarikan. Kabupaten Kulon Progo mempunyai perkumpulan kesenian
tari sebanyak 356 kelompok, seni musik sebanyak 59 kelompok, seni
teater sebanyak 244 kelompok, dan seni rupa sebanyak 4 kelompok dalam

hal ini jemisnya adalah seni lukis. Jumlah organisasi sosial
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B. Gambaran omum kecamatan Samigaluh
Kecamatan Samigaluh memiliki luas wilayah 6.929,308 ha, terdiri dari 7
desa, 106 duknh, RW 209 dan RT 448. Kecamatan Samigaluh merupakan salah

satu kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang terletak paling utara, dengan

batas wilayah sebagai berikut:
(1 Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah.
O Timur : Kecamatan Kalibawang
00 Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
O Selatan : Kecamatan Girimulyo
| PR dnm Crnmalonlnlh  anlnl anbe lrnanssadbae Al EFalae + T eals ren

" nitro™"



Gambar 2.5
Peta Kecamatan Samigaluh

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN SAMIGALUH

Kab. Magelang

. Kac.
Kab. Purworejo Kalibawang
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- Jalan kabupaten __—______.]

g Jalan Propinsi
-~ Sungaismg.shp
= Batzas Desa
- Batas Kecamatan
s~ Batas Fropinsi
Industri pertanian-
7] Kampung
[T Kebun campuran
-Perairan darat
fnior Persawahan
Tegalanidadang
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1. Lnas Desa

Luas desa di Kecamatan Samigaluh secara keseluruhan yaitu 6.929,31 ha.
Lokasi desa yang sebagian besar wilayah berada pada lereng-lereng pegunungan
{(dataran tinggi).

Dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini yaitu luas desa di Kecamatan

Samigaluh sebagai berikut:
'Tabel 2.6
Luas Desa di Kecamatan Samigaluh
No. | Desa Luas Desa Prosentase Luas Desa terhadap kecamatan
1. | Kebonharjo 748,63 10,80%
2. | Banjarsari 855,44 12,35%
3. | Purwoharjo 1.009,26 14,57%
4. | Sidoharjo 1.374,46 19,84%
5. | Gerbosari 1.076,61 15,54%
6. | Nparposari 724,39 10,45%
7. | Pagerharjo 1.140,52 16,46%
Tahun 2009 6.929,31 100%

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo

2. Pemerintahan

Struktur pemerintahan di kecamatan Samigaluh terdiri dari Kepala
kecamatan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan bertanggung
jawab atas segala urusan pemerintahan, Kepala kecamatan di bantn 'oleh dua
sub bagian yaitu seketaris camat dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok
Jabatan fungsional meliputi seksi pemerintahan, seksi tramtib dan linmas,

seksi pemberdayaan masyarakat desa, seksi kegiatan sosial, seksi pelayanan
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Tabel 2.7

Bagan Struktur Pemerintahan di Kecamatan Samigaluh

CAMAT |

|

CEXRETARIS
CoMeT
SELCRPON TBATAN
FUGSION
EXE G || GEKS PEMS. i . . |
reverain | memme | wesn || SRE 1| N Sl
h LIKMAS || DESAKEL, [
imcl e T la =« TS T abhcemabna Fulan Haaan
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a. Data perolehan suara pada pemiln 2009 yang meliputi Pemilu DPR

Pusat, DPR tingkat I, DPR tingkat I, DPD, dan Pemilu Presiden dapat dijelaskan

pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.8
Banyaknya Perolehan Suara Pemilu 2009 DPR Pusat Per Desa Di
Kecamatan Samigaluh
Desa
i Kebonharjo | Banjarsari | Purwoharjo | Sldoharje | Gerbosari | Ngargosari | Pagerharjo Totsal
i Hanura 114 49 24 41 48 34 55 365
B S0 17 101 240 265 53 14 B70
[ 12 19 2% 25 54 11 10 159
N 7 37 18 10 37 16 2] 146
i Gerindra 29 52 68 106 159 05 75 584
t Barnas 3 15 8 5 B 14 6 59
[ ] 6 8 3 6 6 5 40
194 405 98.47 172 252 229 126 1.476
90 114 520 806 276 155 216 2.177
1 1 1 1 1 4 - - 3
i Kedaulatan - 3 1 - 10 - 4 18
2 5 10 2 205 10 2 236
63 143 76 224 9 403 408 1.386
6 5 4 7 - 2 6 30
Marhaenism 5 3 4 3 9 6 33 33
216 62 41 2 9 12 216 558
- 1 1 1 1 2 3 S
] 1 3 4 2 2 - 5 17
1 N R - - _ - - -
; 4 2 2 9 10 1 5 33
iRepublilan 7 2 7 6 10 4 4 40
i Pelopor - - - - - - - -
i Golkar 214 138 623 452 463 426 427 2.753
20 29 35 B4 36 21 1093 334
5 3 8 20 13 16 39 104
K Nasional 1 2 4 - - - - 7
- [ 25 26 92 137 24 22 332
} 145 208 244 204 102 252 582 1.827
, - 2 2 2 5 4 1 16
i Patriot - 1 1 - 1 1 2 6
i Demnkrat 65 169 112 273 396 72 15 1.702
1 7 4 - - 10 3 10 34
- 2 2 1 2 2 i 10
U 2 20 2 15 23 82 13 157
1i Merdeka - - - - 1 1 - 2
U Indonesia - 1 1 3 1 1 3 10
3 - 1 1 1 - 7
i Buruh - 1 2 - 2 1 2 b4
el dfedal 5 Mnn 110 703 4146 4R3 344 1.930




Pada tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa perolehan suara pemitu 2009 untuk
pemilihan caton anggota DPR Pusat di kecamatan Samigaluh mencapai 1.930
suara. Terdiri dari desa Kebonharjo yang jumlah perolehan suara adalah 75 suara,
desa Banjarsari perolehan suara berjumlah 200 suara, desa Purwoharjo perolehan
suara 119 suara, desa Sidobarjo perolchan suara begjumlah 293 suara, desa

Gerbosari perolchan suara adalah 436 suara, desa Ngargosari perolehan suara
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Banjarsari perolehan suara adalah 144 suara, desa Purwoharjo perolehan suara
adalah 101 suara, desa Sidoharjo perolehan suara adalah 293 suara, desa
Gerbosari perolehan suara adalah 392 suara, desa Ngargosari perolehan suara
adalah 369 suara dan desa Pagerharjo mencapai 251 suara.

Tabel 2.10
Banyaknya Perolehan Suara Pemilu 2009 DPR Tk. H Per Desa Di
Kecamatan Samigaluh

riai Kebonharjo | Banjarsari | Purwoharjo | Sideharjo | Gerbosari | Ngargosari | Pagerharjo | Total
tai Hanura 1 10 16 8 20 17 21 113
PIB 87 140 256 635 837 158 286 2,399
¥

RN 14 83 20 16 28 10 36 207
tai Gerindra 17 58 57 133 261 220 1308 876
tai Bamas - - - - - - - -
P 6 7 8 2 6 S 4 40
S 260 549 73 150 250 325 141 1.752
N 105 137 497 633 203 167 358 2.100
B - . - - - - . -
tai Kedaulatan - - - - - - - -

) 2 3 6 3 20 11 4 54
B 80 161 67 244 169 526 578 1.825
[ 4 I - 8 3 2 S 23

] Marhaenisme - - - - - - - -

P 460 165 117 - i3 1 i 791
P . - - - - - - -
B 4 - 1 - - 9
L - - - - - - - -
K - - - N - - . -
1ai Republikan - - - - - N - N
iai Pelopor - - - - - - - -
tai Golkar 87 124 695 450 412 178 277 2.223
p 8 18 16 137 19 18 47 263
S 1 4 5 9 5 6 16 16
BK Nasional - - - - - - - -

B ] 35 48 138 265 74 66 634
P 08 229 242 184 63 395 668 1.879
R 1 - 4 8 7 3 8 31
ai Patriot . 1 1 4 - 2 - 8
tai Demokrat 32 43 38 125 112 199 147 696
DI - - - - - - - -

] - - - - - - - -
NU - 14 1 10 16 120 15 176
tai Merdeka - - - - - - - -
NU Indonesia - - - - - - - -

1 1 - - - -

riai Buruh - - - - - - - -
U frndal 27 57 ETT) 138 110 k¥)| 162 877




Pada tabel 2.9 dapat dijelaskan perolehan suara pemilu 2009 untuk

adalah 321 suara dan desa Pagerharjo mencapai 162 svara.

memilih calon anggota DPR tingkat II di kecamatan Samigaluh secara
keseluruhan mencapai 877 suara. Terdiri dari desa Kebonharjo yang jumlah
perolehan suara adalah 33 suara, desa Banjarsari perolehan adalah 57 suara, desa
Purwoharjo perolehan adalah 39 suara, desa Sidoharjo perolehan adalah 135

suara, desa Gerbosari perolehan adalah 130 suvara, desa Ngargosari perolehan

Tabel 2.11
Banyaknya Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2009 DPD Per Desa Di
Keeamatan Samigaluh
Desa
indidat Kechonharjo Banjarsari  Purwoharfje Sidoharjo Gerbosari  Npargosari Pagerharjo _Tatal
5.H.A HafidhAsrom, MM, 83 228 163 331 308 776 528 2417
Chelid Mahmud,ST.MT. 84 170 110 380 227 142 157 1.270
R Hemas 846 1.039 1.589 1.529 1.716 1.149 1.625 9,493
am Ibty 12 37 20 42 74 36 74 205
tAfnan Hadikusumo 62 103 83 397 121 65 78 o090
‘s, RAR.Harry Anwar,SH. 16 15 12 21 36 33 21 154
Sutardjo Seeryc G.BSc 21 33 22 39 15 31 138 299
5.H.Subechi,MM.M. S} 78 100 55 78 64 84 929 558
's.H.Supito,M.Si 32 29 43 89 64 31 54 342
listya,SH 18 9 21 13 37 12 25 135
‘gan Solin,SE 15 12 17 23 12 9 15 10
ahyu Witono 37 20 18 13 20 20 24 152
mlah/Total 1.304 1.795 2.153 2.955 2.694 2388 2.838 16.127

Sumbcer Data : Kantor Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

Pada tabel 2.10 hasil perolehan suara pemilu legislatif 2009 untuk

pemilihan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dapat diketahui jumlah

secara keseluruhan di Kecamatan Samigaluh mencapai 16,127 suara. Terdiri dari

desa Kebonhatjo perolchan suara yaitu 1.304, desa Banjarsari perolehan suara
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2.955, desa Gerbosari perolehan suvara 2.694, desa Ngargosari perolehan suara

2.388, dan desa Pagerharjo perolehan suara mencapai 2.838

Tabel 2,12
Banyaknya Perolehan Suara Pemilu Presiden 2009 Per Desa Di Kecamatan
Samigaluh
Desa

Kandidat Kebonharjo Banjarsari Purwoharjo Sldoharjo Gerbosari Ngargesarl Pagerharjo Total
HiMegawati
Sukarno Putri 518 715 840 703 598 477 898 4,749
H.Prabowo
DR.JI.Susilo
Bambang 567 947 961 1.919 1,745 1,767 1.727 9.633
Yudoyono
DR. Budiono
Drs.H.M.Jusuf
Kalla 130 187 231 266 355 199 219 1.637
H.Wiranto
Suara tidak sah 92 109 173 182 157 140 127 980
Jumlah/total 1.357 1.958 2.205 3.070 2.855 2,583 2971 116.999

Sumber Data : Kantor Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo

Pada tabel 2.11 dapat dipaparkan hasil perolehan suara Pemilu presiden
2009 di Kecamatan Samigaluh jumlah perolehan svara mencapai 116.999 suara.
Terdiri dari desa Kebonharjo yang perolehan suara mencapai 1.357 suara, desa
Banjarsari perolehan suara 1.958, desa Purwoharjo pe.rolehan suara 2.205, desa
Sidoharjo perolechan suara 3.070, desa Gerbosari perolehan suara 2.855, desa
Ngargosari perolehan suara 2.583, dan desa Pagerharjo mencapai 2.971. Pada

hasil ini dapat disampaikan bahwa DR.H.Susilo Bambang Yudoyono dan DR.

T 4% o am T o a XY Al Ao wernlri] maanidan tahoe THNO

" nitro™"




3. Penduduk

Di Kecamatan Samigaluh jumlah penduduk pada tahun 2008 mencapai

30.839 orang. Pada tahun 2009 jumlah penduduk 31.831 orang. Dapat dilihat

dari tabel di bawah ini jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan

Samigaluh, yaitu:

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Samigaluh
Desa Laki-laki | Prosentase | Perempuan | Prosentase | Tofal | Prosentase
% % %
Kebonharjo 1.365 8.65% 1.454 9.06% 2.819 8.86%
Banjarsari 1.920 12.16% 1.903 11.86% 3.823 12.01%
Purwoharjo 1.940 12.29% 2.052 12.79% 3.992 12.54%
Sidoharjo 2.881 18.25% 2.894 18.03% 5.775 18.14%
Gerbosari 2.606 16.51% 2,631 16.40% 5.237 16.45%
Ngargosari 2244 14.22% 2337 14.56% | 4581 | 14.3%%
Pagerharjo 2.828 17.92% 2.776 17.30% 5.604 17.61%
Jumlah 15.784 100% 16.047 100% 31.831 100%

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo

a. Jumlah Dusun, RW, dan RT

Di kecamatan Samigaluh terdiri dari beberapa Dusun, RW, dan RT

vang merupakan bagian kesatuan dari kecamatan tersebut untuk

membentuk sistem pemerintahan yang baik, kemudian dipermudah

menjadi sub-sub bagian wilayah. Pada tabel di bawah ini dapat dijelaskan
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Tabel 2.14
Jumlah Dusun, RW, RT di Kecamatan Samigaluh

No | Desa Dusun RW RT
1. | Kebonhario 10 10 24
2. | Banjarsari 14 20 64
3. | Purwoharjo 14 28 58
4, | Sidoharjo 18 39 85
5. | Gerbosari 19 38 75
6. | Ngargosari 11 23 55
7. | Pagerharjo 20 43 87

Jumlah 2009 106 210 448

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo

b. Jumlah Banyaknya Penduduk Pergi dan Mati Menurut Jenis Kelamin
Data penduduk pergi dan mati di kecamatan Samigaluh dari tahun 2006 dan 2009

mengalami penurunan. Dapat dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Pergi dan Mati Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan
Samigaluh
Pergi Mati
Pesa Laki-laki Perempuan | Jumlah | Laki-laki Perempuan [ Jumlah | Total
1. | Kebonharjo 11 24 35 12 4 16 51
2. | Banjarsari 9 18 27 8 3 11 38
3. | Purwoharjo 10 25 35 8 10 18 53
4, | Sidoharjo 14 22 36 22 16 38 T4
5. | Gerbosari 18 32 50 19 11 30 80
6. | Ngargosari 13 16 29 9 13 22 51
7. | Pagerharjo 19 30 49 12 1 23 72
Tahun 2009 94 167 261 90 68 158 419
Tahun 2008 142 161 303 93 78 171 474
Tahun 2007 131 134 265 66 ! 60 126 391
R — VP <0 AR 134 ST 50 88 222

" nitro™"




4. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam meningkatkan pengetahuan

bagi masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Di

kecamatan Samigaluh terdapat sekolah dari tingkat SD, SLTP, SLTA, dan AK/PT

dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.16
Jumlah Sekolah di Lingkunagan Depdiknas Menurut Status Sekolah
dan Desa di Kecamatan Samigaluh

Desa

SLTP

SLTA

Kebonharjo

1

Banjarsari

Purwoharjo

Sidoharjo

Gerbosari

Ngarposari

N e[|~ (Z

Pagerharjo

MMUIGNMMN%

Jumlah tahun 2009

33

GO |t |t | | 2] 0 | D

o |t | | w

Sumber Data : BPS Kabupaten Kulon Progo

Dapat dijelaskan pada tabel 2.15 jumlah sekolah di lingkungan Depdiknas

menurut status sekolah dan desa di Kecamatan Samigaluh sebanyak SD 33,

fnsmalah O TD rahnnsralr € Aan isviemiah QT T'A cohanual- A
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C. Dukungan partai politik dan gabungan partai politik bakal ealon Kepala
Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Salah satu persyaratan para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
dalam mengikuti pemilukada ialah harus di dukung oleh partai politik sama
halnya yang terjadi pada pemilukada di kabupaten Kulon Progo. Berikut ini dafiar
dukungan dari masing-masing calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
sebagai berikut:

Tabel 2.17
Pasangan Calon Kcpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2011-
2016 yang diusulkan oleh Partai-Partai Politik

No. | Nama Pasangan Dukungan Partai Politik

1. | Drs.Sarwidi dan Hartikah, 8.Ag PKB

2. | Drs.H.Mulyocno dan H.Ahmad | Partai Demokrat dan PKS
Sumiyanto,SE,M.Si

3. | Drs.Suprapta dan Drs.H.So’im,MM Partai Golkar, Gerindra, PDK,

PKPB dan PKNU

4. | dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.0G.(K) dan | PDI-Perjuangan, PAN dan

Drs.H.Sutedjo PPP

Sumber: KPUD Kulon Progo

Dari tabel 2.16 di atas dapat dijelaskan bahwa pasangan dr.H.Hasto
Wardoyo,Sp.0G.(K) dan Drs.H.Sutedjo di dukung oleh PDI-Perjuangan, PAN
dan PPP merupakan kandidat yang menang menjadi Kepala Daerah di kabupaten
Kulon Progo. Kemudian di susul pasangan Drs. H.Mulyono dan H.Ahmad
Sumiyanto, SE, M.Si yang di dukung oleh partai Demokrat dan PKS, pasangan
Drs.Suprapta dan Drs.H.So’im, MM merupakan calon pasangan yang di dukung

oleh banyak partai yaitu Partai Golkar, Gerindra, PDK, PKPB dan PKNU namun,

mnnnmens Smi hanim wmananatt nerten bation den macancan Tee Qarwidi dan

" nitro™"



Hartikah, S.Ag merupakan urutan terakhir yang di dukung hanya oleh satu partai

yaitu PKB.

1. Visi dan Misi bakal calon pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Visi dan misi program yang akan dijalankan dari masing-masing
pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah kabupaten kulon progo 2011-

2016 yang disampaikan, Untuk mengetahui visi dan misi dan program bakal

anlan banaln Anarmbh Aon waml-il baonale daceab Aasaod A:nonor’nnn m'\ann;

" nitro™"
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Visi

dan Misi

Hartikah,S.Ag

Calon pasangan urutan pertama Drs. Sarwidi dan

1885 (umnur: 46 hun

;. Nemd ) 1 D, HMWID!

4. Altmat temyat U I ‘

3 Dt tompat liggal ; Bon

& Puorkoraon 1 Anggeta GPRD Mabupzaten Kulon
o Nwmt Pondialkan “]'

]
Poncou RI.'Rw r.uum.: Purwosnn, Girintulyo, Kulonproga, DUY

proge
o ?nnr}uwn Purwonar, Furwooarl Girimlyo, kulonproga tahun

b. ENP xagrg-ml [ Nargguleh, Kuinte g Martggulah Ruler pegs
bhun YOHY

a, HMPP 44 Nogerd Bantul, Bantu! Yogyokaria 1884

a. I Nogark \\Jg-'uhuﬂu, ‘ﬂ;gyukm!n 1039

kS

Wt G ik

wuhry

LEL T TRV )
ivwupalbh
Bdemaaap Jhor

mnky

RN R RTRUINE ]

AR TIPSR T B L LR TN L T LS

gl dRadats hesogoin

1 Klrg

Rator ol

BT Iy gy W

Pt orleale b

[SELPATTEL [ARTL]

twhtdtu e Lt ut hfars,

ERETR T ST I L LR BT

i wg okt e

AL ST T R P ETAR VR T
WAL ML mLeLOYH IO LY 1] RLIE T L

3 ranggal tahtr :Magv| =!Junl‘lllaﬂ( 45 tahun)

. (] i al ¥ utnur =y 1T)4)

3 A ) paf Hngpal nun 12 Fiwr 68, Higoarum, Godesn

4. Mumn H |unrn

S, Puthitiun 1 Wiraswaatn

d. Riweyat Pondidban * } o ZON di Kb Magularyg duz 1etum 1881
b. SLTPM g1 Ma Flus tetrun 1954

TR R Y PRI DTS YL TV TR W™
PR RIS RRIRUAL CE AT WATH RS BT TR T 3 [N 3

MR B IAE LR

A TR B sty en i) Bkl | i g facni ek Db R g gk ey

v SLTA Y Maga Rilum Lshun 1085
d. PT-81 dl Yopyakarta / UCY luus 1062

Drappbas iMaw,i Ryl

Ly ackean Boavigd Oy u Bk W
N LTS FLERITRT L REEILTH S TRLIIN LY

mne A ko wt bl mgue

LIETE ] NS e

DMy 1 A Pk
~ 0l et

TRWUNNTEE RS U LWL LPELR T

Wik AT ThRA

PDF’

n nItI'O



b. Visi dan Misi calon pasangan urutan kedua Drs. H. Mulyono dan H.

Ahmad Sumiyanto, SE, M.Si

_— e
1. Hsme : Gre, H. MULYDND
2. Tompat Lorggal lehir 1 Kulongroga, 22 Jarvuot 1058 (wmur 8% tohun)
3. Alambl tempat tnggal : Kedungpritg R 048, Py 021 Gidpen], Wates, Kulomrogo

4. Mgume  latam
5, Perkpiau : Vohl! Bupabl Ku'onpetgo
%, Pondidiemn ; a. 80 Negstl Sanggrahan, Bordungen, Wates. Tahun 1008
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¢. Visi dan Misi calon pasangan urutan ketiga Drs. Suprapta dan Drs.

So’im, MM

1 Mama

2. Tampat tanggal lahur
3. Alamal lemgat tnggal
4, Agoma

5 Perkensan

6. Riwayat Penddikian

O, SUPRAPTA

Tapanuti, 25 apnl 1962 § 48 tatwry
Tejogon, Hargereto, Kokap, Kulonprogo
1alam

Swasla

8. 50 maneiun Kehap tahun 1971

p. SMP N Kohap Fiiat SMP Negen Il Wates Tahun 1876
€. Sk N Waes Tanun 1980

. 5V IKIP Nogon Yogyskarata Tabun 1987

Visi

e

Misi

dangsin porranfantae s

1. Nama Leng!

2 Tempal langgal lubur
3. Alamiul Ternpaal lisgrgal
4, Agamn

5. Rnwayat Pekearaam

6. Pandichikan

Coru. H. SO MK

0d Desenber 1951 {Limur 59 Lahuny

Kalghiung, Lar Rt 20Rw D7 Katigmiung, Temon, Kuton Froge,
Islam
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d. Visi dan Misi calon pasangan urutan keempat dr. H. Hasto Wardoyo,
SP,0G (K) dan Drs. H. Sutedjo

‘I Nama : dr. H. HASTO WARDOYD, Sp. QG .{K)
Tempal wnggzﬂ lahit @ Kulonp: 3 Jufl 1964 {umur : 45 Lahamn)
3. Alamal tempal linggal | Bab! L TB.16 Ne, B 18 Rw. 05 Tambakbayar,
urtunggal Oepol, Sterman, Yogyakarin

etk : Doklet Spe:
B. Pandidikan ;o 8D Srumo 111 hafus Tahun 1878
b. SMP Nagen Keknp lukua Tahuny 1980
€. EMA Ne 1 Wales wius Tahun 1883
d 1 Fakuftas Kedchtamn LIGM bulus Tahun 1983
Spera aba | Fakultas Kodostoran UGM ks Tahun 2000
l. Sons al:a Nl [akukas Kedoleran UGM futus Tahun 2006

; Dra. H. SUTEDJO
HEL proga, 16 Januarl 954 (umur ; 57 tahun)
: T gal Rt 05 Rw. 02, Vhjonwtya, Hanggulan. Kuonprogs, YL
1zlam
Pogawai Nogan Sl F PNS
6, Pondldiran . S0 Moger Nangauwlan 2 fulus Tahun 1966
I: SMP Nagerl Suniolo lulus Tohun 1869
&, ShiA Nogeri 2 Yogyakorna lulue Tahun 1672
d. Jutusan lmu Pomarintahan Ludua Tohun 1584
Fakullas lmu 5o06ial dan Potitik UOM Yogyakarla
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